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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan ketidakstabilan kehidupan perekonomian indonesia yang terus 

berkepanjangan, telah menimbulkan kesulitan yang sangat besar terutama terhadap 

kemampuan dunia usaha dalam mengembangkan usahanya atau untuk 

mempertahankan kelangsungan kegiatan usahanya. Lebih jauh lagi, gejolak tersebut 

telah memberi pengaruh besar terhadap kemampuan dunia usaha untuk 

memenuhi kewajiban pembayaran mereka kepada para kreditor. Dapat dikatakan 

bahwa kehidupan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh keadaan ekonomi 

nasional. Dalam keadaan seperti inilah perusahaan lebih banyak mengalami kerugian. 

Suatu perusahaan dapat dikatakan untung, apabila perusahaan itu mampu mengatasi 

gejolak-gejolak tersebut dan selalu berkembang sehingga menjadi perusahaan yang 

besar. Sebaliknya, apabila kondisi perusahaan menderita kerugian, maka garis 

hidupnya terus menurun.1 Sebagian perusahaan dapat mempertahankan hidupnya. 

Namun bagi perusahaan yang tidak dapat mempertahankan lagi hidupnya, akhirnya 

perusahaan tersebut terpaksa gulung tikar.

Dalam dunia usaha, tidak dapat dipungkiri untuk meningkatkan hasil dari 

usahanya, pengusaha baik perseorangan maupun perusahaan yang berbadan hukum

juga

Annalisa Y, Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Penerbit 
Unsri,Palembang, Cetakan 1,2007, hlm 1.
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haruslah mempunyai mitra usaha baik itu mitra usaha dalam hal produksi dan 

distribusi, maupun mitra usaha dalam hal pinjaman modal yang selanjutnya disebut 

dengan utang.

Bagi suatu perusahaan, hutang bukanlah merupakan suatu hal yang buruk asal 

perusahaan tersebut masih dapat membayar kembali hutang-hutangnya. Perusahaan 

yang seperti ini disebut dengan perusahaan yang solvabel, artinya perusahaan yang 

mampu membayar hutang-hutangnya. Sebaliknya jika suatu perusahaan yang sudah 

tidak mampu membayar hutang-hutangnya lagi disebut insolvabel, atau suatu 

perusahaan yang garis hidupnya terus menurun, sehingga perusahaan itu sampai pada 

suatu keadaan “berhenti membayar” hutang-hutangnya.2 Keadaan seperti ini akan 

menimbulkan permasalahan-permasalahan hukum antara kreditur dan debitur.

Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No.37 Tahun 2004 sebagai pengganti

Undang-Undang No.l Tahun 1998, adalah bukan sebagai upaya yang bersifat reaktif

yang semata-mata untuk menghadapi ketidakstabilan perekonomian Indonesia, tetapi 

kita harus melihatnya dalam kaitannya dengan pembangunan hukum nasional dalam 

rangka upaya pemerintah untuk menciptakan jaminan kepastian hukum atau upaya 

penyempurnaan peraturan kepailitan pada khususnya. Sebagai hukum publik, 

Undang-Undang kepailitan ini lebih menitikberatkan pada unsur kepastian hukum 

dan kemanfaatan, serta untuk tercapainya fungsi hukum yang memberi peri indung 

seimbang bagi kreditur maupun debitur, dalam implementasinya dengan

an

V.M Situmorang, Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta 
Cetakan I, 1994, hlm.2

r
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memperhatikan unsur keadilan.3 Dengan adanya peraturan kepailitan dan penundaan 

kewajiban pembayaran hutang yang baru ini, diharapkan dapat digunakan oleh para 

debitur dan kreditur secara adil, cepat dan efektif untuk menyelesaikan permasalahan- 

permasalahannya yang berkaitan dengan hutang piutang.4

Sebenarnya, menyelesaikan persoalan hutang piutang melalui pengadilan 

Niaga atau yang disebut dengan proses hukum kepailitan, adalah merupakan langkah 

terakhir yang harus ditempuh apabila diantara para kreditur dan debitur jalan 

perdamaian mengalami kebuntuan karena dengan mengajukan perkara hutang- 

piutang kepengadilan kepailitan atau mempailitkan debitur, tidak secara otomatis bisa 

mendapatkan kembali apa yang telah menjadi haknya. Resikonya ditanggung 

bersama antara kreditur dan debitur seperti kita ketahui pada awalnya perjanjian 

hutang-piutang yang telah disepakati bersama tersebut, kedua-duanya berorientasi 

pada keuntungan seperti pada: debitur, salah satu tujuan utama meminjam modal 

dari kreditur-kreditur adalah keinginan untuk mengembangkan usahanya yang dengan 

harapan akan memperoleh keuntungan yang semakin besar pula. Sebaliknya pada 

kreditur sendiri, tujuan memberikan sejumlah pinjaman kepada debitur adalah sudah 

barang tentu untuk memperoleh balas jasa atau bunga atas pinjaman yang diberikan, 

tapi akibat dari putusan kepailitan otomatis hubungan antara debitur dan kreditur akan 

terganggu. Jadi, sebelum memilih pengadilan Niaga sebagai jalan untuk

Jurnal Hukum Bisnis,Penerapan Asas-asas Peradilan Dalam Kasus Kepailitan, Yayasan 
Pengembangan Hukum Bisnis, 2001, hlm 28.

4 Martiman Prodjohamidjojo, proses kepailitan, CV, Mandar Maju, Bandung, Cetakan I, 
1999, hlm.l
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menyelesaikan permasalahan hutang piutang hendaknya memperhatikan dampak 

yang akan diperoleh.

Bukan berarti dengan mengajukan perkara hutang-piutang baik itu oleh 

kreditur, maupun oleh debitur sendiri tidak ada manfaat yang diperoleh. Apabila 

dicermati Undang-Undang kepailitan ini ( Undang-Undang No.37 Tahun 2004), 

keuntungan yang didapat sangat berarti bagi kedua belah pihak seperti: bagi pihak 

kreditur, debitur tidak memungkinkan untuk menyembunyikan harta kekayaannya 

ketika dinyatakan pailit. Sebaliknya keuntungan bagi debitur, para kreditur tidak 

berlomba atau seenaknya mengambil bagian dari harta yang dinyatakan pailit, dan 

kreditur dapat memperoleh perpanjangan waktu untuk membayar hutang- 

hutangnya.(dalam hal ini debitur sendiri yang mengajukan permohonan pailit 

kepengadilan niaga atau proses penundaan kewajiban pembayaran hutang).5

Dalam ilmu kepailitan, semua harta benda: barang bergerak maupun tidak 

bergerak milik debitur, baik yang ada sekarang maupun yang dikemudian hari 

merupakan jaminan atau tanggungan bagi para kreditur/penagih; hasil eksekusi 

penjualan atas harta benda itu atas perintah hakim dibagikan kepada para kreditur 

perbandingan piutangnya masing-masing, kecuali kalau diantara para 

kreditur itu ada mempunyai hak prioritas karena alasan-alasan yang sah. (Pasal 1132 

KUHPerdata).6

menurut

5 Rudhy A Lontoh, Denny Kailimang, Benny Ponto , Penyelesaian Hutang Piutang, Alumni, 
Bandung, 2001, Cetakan 1, hlm. xii.

6 Martiman Prodjohamidjojo, Op.cit, hlm.2
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Dalam pembagian pembayaran hutang-hutang, prakteknya mungkin terjadi 

bahwa beberapa kreditur pada waktu yang bersamaan mengajukan permintaan 

pembayaran dari harta benda seorang debitur. Hal ini mengakibatkan benturan- 

benturan atau pertentangan hukum jika tidak diadakan pengaturan, juga kreditur- 

kreditur untuk kepentingannya sendiri akan menuntut hak untuk menjual harta benda 

debitur yang disita dan kemudian dilelang untuk memperoleh pembayaran. Mungkin 

terjadi juga bahwa debitur akan mencoba untuk memberi keuntungan pada seorang 

kreditur tertentu atau lebih sehingga perbuatan debitur demikian akan merugikan 

kreditur lainnya. Untuk mengatasi hal-hal diatas tersebut, maka harus dijalankan 

dibawah pengawasan pemerintah yang ditetapkan oleh hakim yaitu seorang atau 

sekelompok kurator (trustee) yang akan bertindak sebagai balai harta peninggalan 

(weeskamer) yang berada dibawah pengawasan hakim pengawas.7

Perlu diketahui kalau perusahaan dinyatakan pailit atau telah terbukti oleh 

pengadilan Niaga bahwa sidebitur tidak mampu membayar sebagian atau seluruh 

hutang-hutangnya pada tempo waktu yang telah diperjanjiakan sebelumnya, bukan 

berarti pihak kreditur bisa mengambil perusahaan atau mengambil harta benda 

debitur seenaknya. Pengadilan nanti akan menunjuk kurator yang akan mengurus 

harta benda sidebitur dan aset-aset perusahaan yang dipailitkan.

Terjadinya kepailitan yang diputuskan oleh pengadilan niaga maka, 

sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, semenjak pengadilan mengucapkan 

putusan kepailitan dalam sidang yang terbuka untuk umum terhadap debitur, maka

7 Ibidy hlm. 3
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hak dan kewajiban sipailit beralih kepada kurator untuk mengurus dan menguasai 

boedelnya, akan tetapi sipailit masih berhak melakukan tindakan-tindakan atas harta 

kekayaannya, sepanjang tindakan itu membawa/memberi keuntungan/ manfaat bagi 

boedelnya.8 Kuratorlah yang melakukan pengurusan dan pemberesan harta kepailitan 

tersebut, maka dalam putusan pernyataan kepailitan harus ditetapkan pula siapa yang 

menjadi kurator karena sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 15 ayat (2) UUK, 

yaitu dalam hal debitur, kreditur atau pihak yang berwenang mengajukan 

permohonan pernyataan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), ayat (3), 

ayat (4), dan ayat (5) tidak mengajukan usul pengangkatan kurator lain kepada 

pengadilan maka Balai Harta Peninggalan diangkat selaku kurator.9

Dari penjelasan Pasal 70 ayat (2) UUK, kurator itu haruslah berpengetahuan 

dan berpengalaman khusus seperti: para akuntan dan para ahli hukum karena 

kelompok ini mempunyai bekal pengetahuan hukum perdata, termasuk pengetahuan 

hukum dalam transaksi komersial.10 Meskipun demikian seorang kurator terlebih 

seorang calon kurator tentu harus tetap ingat bahwa tanggung jawab dan resiko 

profesi (professional liability) yang diemban sungguh berat dan harus penuh dengan 

ketelitian dan keija keras.

8 Annalisa Y, Op.cit ,hlm.56
9 Pasal 15 ayat 2 UUK berbunyi: “Dalam hal debitur, kreditur atau pihak yang berwenang 

mengajukan permohonan pernyataan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ayat (3), 
ayat (4) atau ayat (5) tidak mengajukan usul pengangkatan kurator kepada pengadilan maka Balai 
Harta Peninggalan diangkat selaku kurator”

10 Rachmadi Usman Sh, Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia, PT Gramedia Pustaka 
Utama, Jakarta, 2004,hlm.77
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Apabila diperhatikan secara seksama didalam Undang-Undang No. 37 Tahun 

2004 tugas kurator itu sangatlah luas akan tetapi permasalahan mendasar sebelum 

kurator melakukan pemberesan harta pailit, adalah rapat kreditur yang dilanjutkan 

dengan melakukan rapat verifikasi. Dalam rapat verifikasi inilah diadakan 

pemeriksaan, pencocokan, pengujian atas tagihan-tagihan kreditur dan juga hak 

prioritas kreditur-kreditur, yang hak-haknya didahulukan seperti hak tanggungan, hak 

gadai dan hak agunan lainnya yang bertalian dengan harta pailit. Dalam rapat 

verifikasi ini dilakukan pula pemeriksaan atau meneliti jumlah atau besarnya harta 

kekayaan sipailit, pembukuan-pembukuan yang dimiliki oleh debitur pailit, jumlah 

atau besaran utang-utang, kedudukan para kreditur berdasarkan hal urutannya dan 

kemungkinan dapat dicapai akkord antara para kreditur dan debitur pailit.

Diterima tidaknya tagihan-tagihan oleh kurator, tergantung dari alat-alat bukti 

yang diajukan oleh kreditor. Dengan kata lain bagaimana cara kreditor 

menyampaikan tagihannya agar tagihan itu dapat diakui dan ditetapkan.11 Dalam 

verifikasi inilah akan ditemukan benturan-benturan hukum seperti; pada saat 

pembuatan daftar pembagian dan/atau pencocokan hutang piutang adanya 

perlawanan-perlawanan atau bantahan dari pihak-pihak, dan tidak dapat dipungkiri 

adanya terjadi permasalahan dikemudian hari seperti; terdapatnya harta pailit sesudah 

rapat verifikasi atau adanya kreditur /beberapa kreditur mengajukan diri sesudah rapat 

verifikasi.

11 Annalisa Y,Op.cit, hlm.98
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Rumitnya persoalan ini tentunya akan menimbulkan persoalan tersendiri bagi 

kurator untuk melaksanakan tugasnya dalam hal rapat verifikasi untuk menciptakan 

kepastian hukum terlebih pada hukum kepailitan pada khususnya.

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan diatas, penulis merasa 

tertarik untuk mengkaji lebih jauh dan mendalam permasalahan yang ada, sehingga 

dapat terjawab dengan jelas dan terperinci dengan menuangkannya dalam suatu

skripsi yang berjudul: “PERANAN KURATOR PADA RAPAT VERIFIKASI

DALAM KEPAILITAN”.

B. Permasalahan

Dari uraian latar belakang tersebut diatas, dapat diambil permasalahan sebagai

berikut:

1. Bagaimana peranan kurator pada rapat verifikasi dalam kepailitan?

2. Upaya hukum apakah yang dapat dilakukan oleh kreditur jika tidak setuju 

dengan daftar pembagian yang dibuat kurator?

C. Ruang Lingkup

Berdasarkan dari uraian dan permasalahan yang dikemukakan diatas, maka 

penulis membatasi kajian ini pada peranan kurator dalam rapat verifikasi menurut 

UU No.37 Tahun 2004, tanpa menutup kemungkinan-kemungkinan membahas pula 

hal-hal lain yang ada kaitannya dengan permasalahan pokoknya.
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

1. Untuk mengetahui peranan 

kepailitan.

2. Untuk mengetahui upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kreditur 

jika tidak setuju dengan daftar pembagian yang dibuat kurator.

kurator pada rapat verifikasi dalam proses

2. Manfaat

2.1. Teoritis

Untuk mempelajari secara jelas mengenai peranan kurator dalam rapat

verifikasi menurut UU No.37 Tahun 2004, sehingga diharapkan dapat

bermanfaat bagi pengembangan dibidang ilmu hukum, khususnya hukum

kepailitan.

2.2. Praktis

Penulis berharap semoga penelitian skripsi ini dapat bermanfaat bagi

masyarakat pada umumnya, khususnya bagi calon kurator dan kurator sendiri 

dalam rangka menciptakan kepastian hukum.

E. Metode penelitian 

1. Tipe penelitian

Tipe penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pada penelitian 

normatif yang diteliti hanya bahan pustaka (data sekunder) yang mencakup bahan 

hukum primer, sekunder dan tersier.
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2. Sumber Data

Sumber data utama yang dipergunakan adalah data sekunder, meliputi bahan- 

bahan hukum yang diperoleh dari:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan 

mengikat, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan meliputi Undang- 

Undang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (UU No.37

Tahun 2004)

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan

penjelasan mengenai bahan hukum primer dan yang dapat membantu

menganalisis dan memahami bahan hukum primer, meliputi: jurnal hukum

bisnis, penelitian para sarjana, utamanya literatur-literatur mengenai kepailitan

dan kurator pada khususnya.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bah^n hukum primer dan sekunder, meliputi majalah- 

majalah yang memuat tulisan ilmiah yang relevan, serta kamus hukum.

3. Analisis bahan-bahan hukum

Analisis bahan-bahan dilakukan secara kualitatif. Bahan-bahan hukum yang 

telah terkumpul, dikaji kemudian diolah secara deskriptif-kualitatif yaitu diuraikan 

dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis, sehingga dapat diambil suatu 

kesimpulan.

r
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